BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari proses analisa pembahasan yang ada, dapat disimpulkan garis besar
sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap bangunan permukiman di Sempadan Sungai
Gajah Wong telah dilaksanakan namun belum optimal, pihak berwenang
lebih memfokuskan pada upaya preventif yang berorientasi pada pendekatan
yang lebih humanis dengan risiko lebih rendah yaitu konsep “Mundur,
Munggah, Madhep Kali (M3K)” sebagai bentuk penegakan hukum. Para
aparat penegak hukum yang ada di Kota Yogyakarta cenderung mengabaikan
upaya penegakan hukum dengan pendekatan represif. UU Penataan Ruang
telah mencantumkan sanksi administratif dan pidana terhadap pendirian
bangunan di sempadan sungai, namun belum ada langkah konkrit untuk
menegakkan hukum berupa pemberian sanksi tersebut.

2. Terdapat dua hambatan, yaitu internal dan eksternal. Hambatan internal yang
terjadi yaitu aturan hukum, aparat penegak hukum, dan sarana prasarana.
Sedangkan, hambatan eksternal yang terjadi yaitu pemahaman masyarakat
yang masih rendah. Solusi yang dapat diambil diantaranya penyesuaian
aturan hukum, peningkatan kualitas dan upaya yang diambil aparat penegak
hukum, konsolidasi dan penataulangan lahan, dan pendekatan dengan warga

didampingi Lembaga Forsidas.
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B. Saran

a. Bagi penyusun kebijakan, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas
peraturan dan kebijakan yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian
regulasi jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
yang berkembang.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum Kota Yogyakarta, perlu adanya penegakan
hukum yang konkrit atas aturan terhadap sempadan sungai serta sanksi-
sanksi yang ada. Aparat perlu mengimplementasikan aturan mengenai
sanksi serta konsep M3K secara lebih konsisten. Selain itu, perlu adanya
peningkatan kerjasama dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta
dan dinas-dinas terkait. Serta, perlu adanya peningkatan pembangunan
infrastruktur pendukung seperti jalan inspeksi dan penyangga di sepanjang
sempadan sungai.

c. Bagi masyarakat, perlu dipahami bahwa membangun di sepanjang garis
sempadan sungai dengan jarak kurang dari 3 (tiga) meter dapat
menimbulkan risiko serius. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas
air sungai karena hilangnya fungsi filter yang menahan pencemar non-point
source. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan peningkatan erosi tebing, yang
dapat membahayakan bangunan atau fasilitas umum lainnya akibat erosi
arus sungai. Perubahan ini dapat membuat geometri tampang sungai
menjadi lebih lebar, dangkal, dan landai, yang pada gilirannya mengurangi

kemampuan aliran air dan meningkatkan risiko banjir.
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LAMPIRAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor :200/V/CVD-FH 24 Juli 2024
Hal : ljin Riset
Kepada

Yth. Kawedanan Hageng Punokawan Datu Dana Suyoso
Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
di tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data
yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan
dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/
penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa

kami :

1. Nama : Immanuela Christy Asa Suhir Sakri Putri

2. Nomor Mahasiswa : 81328926006

3. Program Kekhususan :  Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat

4. Lokasi Riset :  Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Dosen Pembimbing | : Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Il :

6. Judul Skripsi :  PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN PERMUKIMAN DI
SEMPADAN SUNGAI GAJAH WONG KOTA YOGYAKARTA

7. No. Handphone / WA : 081328926006

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Fm Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

s A s RO
Alamat Kontak
Kampus | Gedung Alfonsus Telepon : +62-274-561031
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281  Fax 1 462-274-547973
Surel fh@uajy.ac.id
URL

https://fh.uajy.ac.id

Lampiran 1. Surat [jin Riset dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta kepada Kawedanan Hageng Punokawan Datu Dana Suyoso Kraton
Ngayogyakarta Hadiningrat
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FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor :158/V/CVD-FH 10 Juni 2024
Hal : ljin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
di tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguiji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data
yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan
dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/
penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa

kami :

1. Nama :  Immanuela Christy Asa Suhir Sakri Putri

2. Nomor Mahasiswa : 190513584

3. Program Kekhususan ¢ Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat

4. Lokasi Riset : Kota Yogyakarta

5. Dosen Pembimbing | 1 Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Il :

6. Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN PERMUKIMAN DI
SEMPADAN SUNGAI GAJAH WONG KOTA YOGYAKARTA

7. No. Handphone / WA : 081328926006

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

=

P 0r. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

UV ATUA ATA ROSKRANTA

Alamat Kontak

Kampus | Gedung Alfonsus Telepon : +62-274-561031

Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281  Fax +62-274-547973
Surel fh@uajy.ac.id

URL

https://fh.uajy.ac.id

Lampiran 2. Surat [jin Riset dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
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FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor :159/V/CVD-FH 10 Juni 2024
Hal : ljin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

di tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset/penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data
yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan
dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan ijin riset/
penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset/penelitian kepada mahasiswa

kami :

1. Nama : Immanuela Christy Asa Suhir Sakri Putri

2. Nomor Mahasiswa : 190513584

3. Program Kekhususan ¢ Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat

4. Lokasi Riset : Kota Yogyakarta

5. Dosen Pembimbing | :  Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Il

6. Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN PERMUKIMAN DI
SEMPADAN SUNGAI GAJAH WONG KOTA YOGYAKARTA

7. No. Handphone / WA : 0813285926006

Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

DI, V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat Kontak

Kampus | Gedung Alfonsus Telepon :+62-274-561031

Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281  Fax +62-274-547973
Surel fh@uajy.ac.id

URL

https://fh.uajy.ac.id

Lampiran 3. Surat [jin Riset dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Permukiman
Kota Yogyakarta

73 B :
Dipindai dengan

& CamScanner’:



